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Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan 
lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak 
kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta logo. Pencipta dari suatu logo bisa 
mendapatkan perlindungan atas ciptaannya dengan cara mendaftarkan 
ciptaannya tersebut. Ciptaan berupa logo tidak dapat dicatatkan dan sebagai 
akibatnya ciptaan berupa logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas 
ciptaannya. Hal ini tentu akan mengancam perlindungan terhadap ciptaan logo 
tersebut, yaitu berpotensi ditiru atau diplagiasi dan diakui sebagai ciptaan pihak 
lain. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan, hal tersebut tentu berpotensi 
menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya siapa pemegang hak ciptaan 
juga sulit. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan, hal tersebut tentu berpotensi 
menciptakan banyak plagiasi dan pembuktiannya siapa pemegang hak ciptaan 
juga sulit. Perlindungan hukum tersebut tidak Perlindungan hukum tersebut 
tidak maksimal, karena jika logo tidak dicatatkan, maka tidak tercatat siapa 
pemegang haknya dan berpotensi menimbulkan plagiasi dan duplikasi serta 
publikasi tanpa ijin dari pihak yang berhak. Penyelesaian sengketa ciptaan logo 
dapat dilakukan di luar pengadilan dan di Pengadilan. Akan tetapi jika para 
pihak ingin meminta penetapan sementara ke pengadilan dengan melampirkan 
bukti kepemilikan hak cipta. Ketentuan ini sulit untuk diterapkan pada sengketa 
hak cipta logo yang tidak dapat dicatatkan. 
 





Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen HKI) is an 
institution authorized to provide protection of intellectual property rights (HKI) such 
as copyright logo. Creator of the logo can get protection of his creation by 
registering the creation. Creation in the form of the logo can’t be recorded and as a 
result the creation of the form of the logo will not get official excerpt of his creation. 
This of course would threaten the protection of the creation of the logo, which has 
the potential to be replicated or plagiarism and is recognized as a creation of others. 
Currently the Act No. 28 of 2014 on Copyrights determines that the logo can’t be 
recorded, it certainly has the potential to create a lot of plagiarism and proof who 
the rights holders of creation is also difficult. Currently the Act No. 28 of 2014 on 
Copyrights determines that the logo can’t be recorded, it certainly has the potential 
to create a lot of plagiarism and proof who the rights holders of creation is also 
difficult. Protection of the law is no legal protection is not optimal, because if the 
logo is not listed, then it is not recorded who the rights holders and potential 
plagiarism and duplication as well as the publication without permission of the party 
entitled. Dispute resolution logo creation can be done outside the court and in court. 
However if the parties want to request a provisional decision to court to attach proof 
of copyright ownership. This provision is difficult to apply on a copyright dispute 
that the logo can’t be recorded. 
 







4.1.1. Logo termasuk karya seni dalam ruang lingkup hak cipta 
Logo termasuk salah satu karya seni yang termasuk dalam ruang 
lingkup hak cipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta 
logo UU No. 28 tahun 2014 adalah semua ciptaan dalam berbagai bidang 
mendapat perlindungan hukum dalam ruang lingkup HKI (Pasal 40 UU 
No. 28 tahun 2014). Ciptaan yang dilindungi di antara hal-hal yang 
dilindungi tersebut adalah hak cipta logo. Kendati demikian, tidak semua 
dari ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dicatatkan dan mendapatkan 
surat pendaftaran ciptaan, salah satu yang dikecualikan adalah hak cipta 
logo yang tidak dapat dicatatkan (Pasal 65 UU No. 28 tahun 2014). 
Perlindungan hukum tersebut tidak maksimal, karena jika logo tidak 
dicatatkan, maka pembuktian siapa yang lebih dulu menciptakan suatu 
ciptaan logo tersebut sangat sulit, tidak tercatat siapa pemegang haknya 
dan berpotensi menimbulkan plagiasi dan duplikasi serta publikasi tanpa 
ijin dari pihak yang berhak. Tidak dicatatkannya hak cipta logo tersebut 
juga tidak mendukung pemenuhan hak moral dan hak ekonomi yang 
melekat pada suatu hak cipta. 
 
4.1.2. Penyelesaian Sengketa Ciptaan Logo 
  
Penyelesaian sengketa ciptaan logo dapat dilakukan di luar 
pengadilan dan di Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat 
dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu 
mediasi, negosiasi dan konsiliasi dan arbitrase. Ketentuan alternatif 
penyelesaian sengketa tersebut lebih sempit apa yang sudah diatur dalam 
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang 
menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
Selanjutnya penyelesaian di Pengadilan hanya dapat dilakukan di 
Pengadilan Niaga. Akan tetapi jika para pihak ingin meminta penetapan 
sementara ke pengadilan seperti penyitaan barang sengketa dan lain 
sebagainya, maka syaratnya adalah melampirkan bukti kepemilikan hak 
cipta atau hak terkait. Ketentuan ini sulit untuk diterapkan pada sengketa 
hak cipta logo yang tidak dapat dicatatkan. Selain itu, juga tidak ada 
ketentuan tata cara pembuktian hak cipta yang tidak dapat dicatatkan. 
4.2. Saran 
1. Hak cipta logo seharusnya bisa dicatatkan atau diatur mekanisme lain 
supaya jelas siapa pemegang hak atas logo tersebut. Hal tersebut jelas 
memberikan perlindungan bagi pemegang hak. Jika tidak dicatatkan, maka 
hak cipta logo bisa menimbulkan sengketa dan pembuktiannya sulit karena 
tidak ada surat pendaftaran ciptaan maupun petikan resmi.  
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seharusnya bisa lebih diutamakan 
seperti yang diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa 
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